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ABSTRAK

“Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Produk Tidak
Bersertifikat Halal”

Indonesia merupakan mayoritas beragama Islam, yang mana manusia sebagai
konsumen dan produk-produk makanan yang beredar tentulah harus sesuai
dengan apa yang telah ditentukan bahwa makanan yang beredar di Indoenesia
wajib Halal. Oleh karena itu setiap produk yang beredar di Indonesia harus
bersertifikat dan berlabel halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
normatif, dengan pendekatan perundangan, konseptual dan perbandingan. Dari
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa makanan halal merupakan makanan
yang sesuai dengan syariat Islam baik dari bahan, alat dan proses pengelolaannya
untuk menjamin perlindungan konsumen baik yang bersifat preventif maupun
yang bersifat represif dalam penerapan pemerintah berdasarkan wewenang, tugas
dan tujuan menurut undang-undang.

Kata Kunci: Sertifikasi, Halal, Produk, Konsumen, Perlindungan Konsumen
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ABSTRACT

“Consumer Protection Against Distribution of Non-Halal Certified Products”

Indonesia is predominantly Muslim, in which humans as consumers and food
products in circulation must comply with what has been determined that food
circulating in Indonesia must be Halal. Therefore, every product circulating in
Indonesia must be certified and labeled as halal. This study uses normative
research methods, with statutory, conceptual and comparative approaches. From
the results of the study it can be concluded that halal food is food that is in
accordance with Islamic law both in terms of ingredients, tools and management
processes to guarantee consumer protection both preventive and repressive in the
implementation of government based on authority, duties and objectives

according to law.

Keyword: Certification, Halal, Product, Consumer, Consumer Protection.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkembangan dan pertumbuhan kebutuhan masyarakat akan suatu
barang dan jasa dari taun ke tahun kian meningkat, baik kebutuhan material
maupun kebutuhan pokok seperti: sandang (pakaian), pangan (makanan), dan
papan (perumahan) yang layak. Di Indonesia terdapat berbagai macam industri
terkait dengan barang dan jasa, baik industri besar maupun industri kecil.

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa memberikan
dampak positif, salah satunya adalah para pelaku usaha selalu berusaha
memenuhi ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen dan selalu
berinovasi terhadap barang dan jasa yang ditawarkannya, sehingga ketersediaan
barang dan jasa tercukupi, mutu barang dan jasa baik, serta alternatif pilihan
konsumen menjadi beragam.! Salah satu produk yang sering digunakan atau
dikonsumsi oleh masyarakat adalah produk makanan kemasan, pemerintah
dengan mengingat pentingnya produk mkanan kemasan yang halal tersebut telah
memberlakukan bebagai peraturan perundang-undangan terkait dengan keharusan
mencantumkan label halal pada produk makanan kemasan.

Produsen atau pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya
memberikan informasi yang jelas terhadap produk yang dipasarkannya. Salah
satunya dengan pemakian label atau sertifikat kehalalan menganai suatu produk,
karena sebagian besar konsumen di Indonesia adalah muslim atau mayoritas

menganut agama

L Yusuf Sofie, 2007, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Jakarta:
Ghalia Indonesia, him. 2.



Islam yang melarang penganutnya untuk mengkonsumsi makanan yang dilarang
(haram).

Sama seperti penganut agama Hindu yang melarang penganutnya
mengkonsumsi daging sapi. Jadi, pencantuman atau pemberian informasi
terhadap suatu produk itu menjadi penting terutama pada pemberian label halal.
Oleh karena itu, terkait dengan kehalalan suatu produk, UU Perlindungan
Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa pelaku usaha
dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan baran dan/atau jasa yang
tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan
“halal” (J%) yang dicantumkan dalam label.

Konsep halal (J=) dalam syariat islam secara bahasa berarti
diperbolehkan, sedangkan secara istilah halal berarti sesuatu yang diperbolehkan
oleh syariat islam untuk dilakukan, dikonsumsi, digunakan, atau diusahakan,
karena telah teruji tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang
membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan
hasil proses atau muamalah yang dilarang.?

Umat islam diwajibkan mengkonsumsi makanan halal, bukan makanan
yang diharamkan atau najis, yang mana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat An-
Nahl ayat 114, Allah SWT berfirman:

G55 80 & o) il cund ) 91 5 U SIS 4 44835 L |51k
“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah

diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika
kamu hanya menyembah kepada-Nya.”

2 Wahid Amadi dkk, 2003, Halal Haram dalam Islam, Solo: Era Intermedia. HIm. 24.



Al- Qur’an Surah Al Maidah ayat 88, Allah SWT berfirman:
Gstaa iy o 7 01 5° Ut Sl 4 483 Laa 1K
“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah
Allah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu
beriman kepadanya.”
Halal bagi umat islam merupakan syariat yang wajib dijalankan, yang mana
ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 168, Allah SWT berfirman:
SRR LR JOPER PR P A\ N BTN R P
“Wahai manusia! makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah
syaitan. karena sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata
bagimu.”

Secara mendasar, kebutuhan konsumen akan barang dan jasa dari
produsen juga memerlukan perlindungan hukum vyang sifatnya universal,
mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan
kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal.

Perlindungan terhadap konsumen ini dipandang secara meteriil maupun
formal makin terasa sangat penting, mengingat pula makin majunya ilmu
pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas
dan efisensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka
mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal

tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung, maka konsumenlah

yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.*

3 Amirsyah Tambunan, Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999, Jurnal
Halal, No. 101, Th. XVI, LPPOM MUI, 2014, him. 12.
4 Happy Susanto, 2008, Hak-hak Konsumen Jika dirugikan, Jakarta: Visiamedia. HIm. 39.



Perlindungan bagi konsumen secara normatif diatur dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Ketentuan Pasal
4 UUPK menetapkan sembilan hak konsumen, antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang
dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan jasa;

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan
jasa yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara
patut;

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;

8. Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi atau
penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.”

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa
masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang
paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan jasa yang
penggunaanya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman dan
membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam
masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan jasa dalam
penggunaanya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen
penggunanya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan jasa
yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas

dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk



didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi
sampai ganti rugi.>

Salah satu hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan
jujur adalah dengan pencantuman label kehalalan produk tersebut seperti yang
terdapat dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 Tentang
Pangan, suatu label memuat paling sedikit informasi mengenai nama produk,
daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak
yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan
kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa, nomor izin edar bagi
pangan olahan, dan asal usul bahan pangan.

Ketentuan pada bagian Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1996 Tentang Pangan (UU Pangan) mengatur mengenai tujuan pelabelan
pangan. Bahwa tujuan pemberian label pada pangan yang dikemas adalah agar
masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi pangan memperoleh
informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang di kemas, baik
menyangkut asal, kemasan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang
diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi pangan
tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi pangan yang telah melalui proses
pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (pre packaged), tetapi tidak
berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.

Pada tanggal 17 Oktober 2014, pemerintah mengesahkan Undang-undang
Nomor 33 tahub 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang diharapkan

dapat menjadi dasar yang semakin menguatkan pelaksanaan sertifikasi halal,

5 Abdul Halim Barkatullah, 2010, Hak-hak Konsumen, Bandung: Nusa Media, him. 34.



sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen muslim
mengenai makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Selain memuat aturan mengenai
pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk
melakukan pengawasan terhadap makanan yang tidak bersertifikat halal, UUJPH
juga memuat mengenai kewajiban melakukan sertifikasi halal untuk setiap
produsen yang akan memasarkan produknya di wilayah Indonesia. Jaminan
penyelenggaraan produk halal juga bertujuan memberikan kenyamanan,
keamanan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam
mengkonsumsi dan menggunakan produk.®

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 10, dan angka 6 UUJPH,
maka produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia
wajib bersertifikat halal. Jadi, pada dasarnya apabila produk yang dijual tersebut
adalah halal, maka wajib bersertifikat halal yang mana sertifikat tersebut
dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh
Majelis Ulama Islam (MUI).

Salah satu lembaga khusus yang berada di bawah naungan Majelis Ulama
Indonesia (MUI) berkaitan dengan sertifikasi halal adalah Lembaga Pengkajian
Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).
LPPOM-MUI merupakan lembaga yang berperan untuk meneliti, mengkaji,
menganalisa, dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan, obat- obatan,
kosmetika apakah aman untuk dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan
kehalalannya. Sebagai lembaga otonom MUI, LPPOM-MUI tidak bekerja

sendiri. Dalam hal pihak yang berwenang yang mengeluarkan sertifikat halal

& Muthia Sakti, dkk., Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan yang Tidak
Bersertifikat Halal, Jurnal Yuridis, Vol. 2 No. 1, 2015, Magister lImu Hukum Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, him. 64.



adalah BPJPH berdasarkan ketentuan UU Jaminan Produk Halal walaupun saat
ini secara teknis sertifikasi masih dilaksanakan oleh LPPOM-MUL.”

Salah satu contoh kasus produk makanan yang tidak bersertifikat halal adalah
saat MUI berkoordinasi dan meminta aparat penegak hukum untuk mengusut
tuntas beredarnya empat produk mi instan asal Korea yang positif megandung
fragmen DNA spesifik babi. Keempat produk mengandung babi itu yakni
Samyang dengan nama produk U-Dong, Nongshim dengan nama produk Shin
Ramyun Black, Samyang dengan nama produk Mie Instan Rasa Kimchi, dan
Ottogi dengan produk Yeul Ramen. MUI memastikan empat produk mi instan
dari Korea tersebut belum memiliki sertifikasi halal dari LPPOM-MUI.8

konsumen di masa Kkini dengan cepat dapat menentukan pilihan sebelum
membeli produk atau mengkonsumsi produk pangan. Di sisi lain, tanpa adanya
informasi yang jelas kecurangan-kecurangan dapat terjadi.®

Banyak produk makanan dengan pelabelan lengkap, tetapi pesan informasi
tidak sampai ke konsumen, karena menggunakan bahasa yang tidak dipahami
konsumen. Akhir-akhir ini, di pasaran dengan mudah ditemukan produk impor
dengan menggunakan bahasa negara asal produk tersebut, seperti Cina dan

Jepang.©

7 Amirsyah Tambunan, Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999, Jurnal
Halal, No. 101, Th. XVI, LPPOM MUI, 2014, him. 12.

8 Zainut Tauhid (Wakil Ketua Umum MUI), 2017, “MUIl Minta Polisi Usut Kasus Mi
Samyang Mengandung Babi”, dikutip pada laman website : https./ nasional.kompas.com/
read/2017. 06/19/1204 2841/mui.minta.polisi.usut.kasus.mi.samyang.mengandung.babi, diakses
pada tanggal 15 September 2019.

® Yusif Shofie, 2000, Perlindungan Konsumen dan InstrumenQOinstrumen Hukumnya,
Bandung: Citra Aditya Bakti, him. 15.

10 Sudaryatmo, 1999, Hukum dan Adovokasi Konsumen, Bandung: Citra Aditya Bakti, him.
15



Dalam kasus-kasus perlindungan konsumen ada beberapa hal yang perlu

dicermati, yakni :

1.

Perbuatan pelaku wusaha baik sengaja maupun karena
kelalaiannya dan mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak
serius dan meluas. Akibatnya kerugian yang diderita konsumen
massal (massive effect) karena menimpa apa saja dan siapa saja,
Dampak yang ditimbulkan juga bisa bersifat seketika (rapidy
effect), sebagai contoh konsumen vyang dirugikan (dari
mengkonsumsi produk) bisa pingsan, sakit atau bahkan
meninggal dunia. Ada juga yang ditimbulkan baru terasa
beberapa waktu kemudian (hidden defect), contoh paling nyata
dari dampak ini adalah maraknya penggunaan bahan pengawet
dan pewarna makanan dalam sejumlah produk yang bisa
mengakibatkan kanker di kemudian hari,

Kalangan yang menjadi korban adalah masyarakat bawah.
Karena tidak punya pilihan lain, masyarakat ini terpaksa
mengkonsumsi barang dan jasa yang hanya semampunya
didapat, dengan standar kualitas dan kemanan yang sangat
minim. Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekat
dengan bahaya-bahaya yang bisa mengancam kesehatan dirinya

kapan saja.!!

Kerugian yang dirasakan oleh konsumen muslim sebagai akibat yang

ditimbulkan dari produsen makanan yang tidak mencantumkan lebel halal pada

' N.H.T. Siahaan, 2005, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab
Produk, Bogor: Panta Reir, him. 11.



produknya adalah keresahan dalam mengkonsumsi makanan yang dijual
tersebut yang tidak sesuai dengan syariat islam serta hak-hak konsumen yang
tidak dipenuhi oleh produsen mengakibatkan keadilan bagi konsumen tidak
terpenuhi berdasarkan dari ketentuan undang-undang dalam hal ini UUPK dan
UUJPH. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Perlindungan

Konsumen terhadap Beredarnya Makanan tidak Bersertifikat Halal .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut:

1) Apa kriteri/ dasar dari proses sertifikasi halal atas produk makanan sebagai
upaya perlindungan terhadap konsumen menurut UU Nomor 33 Tahun

2014 Tentang Jaminan Produk Halal?

2) Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan

yang tidak bersertifikat halal?

3) Bagaimana peran pemerintah (BPJPH) dan instansi terkait (LPPOM-MUI)
dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya produk makanan yang

tidak bersertifikat halal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
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berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk/ kriteria proses sertifikasi halal terhadap
produk makanan sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen menurut

UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,

2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran

makanan yang tidak bersertifikat halal; dan

3. Untuk Menganalisi peran pemerintah (BPJPH) dan instansi terkait
(LPPOM-MUI) dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya

produk makanan yang tidak bersertifikat halal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik

secara teoritis maupun praktis, antara lain :
1. Manfaat teoritis/ akademis, antara lain :
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis, yaitu:

a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum
terutama yang mengkaji sertifikasi halal atas produk makanan sebagai

upaya perlindungan hukum terhadap konsumen;

b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas

Sriwijaya Palembang; dan

c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya

yang akan membahas materi kajian yang sama.



11

2. Manfaat Praktis, antara lain:

Penelitian ini diharapkan diharapkan bermanfaat secara praktis bagi

pihak-pihak yang terlibat dalam sertifikasi halal produk makanan, yaitu:

a.

Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, agar temuan dalam
penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi,
menambah, atau memperkuat implementasi undang-undang atau
peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah
ada terkait sertifikasi halal atas produk makanan sebagai upaya

perlindungan hukum terhadap konsumen.

Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama
Majelis Ulama Indonesia (MUI), agar temuan dalam penelitian ini
bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi bersama para
ulama dan cendikiawan muslim terkait bentuk pemeriksaan dan
pengujian kehalalan produk serta pengawasan bagi pelaku usaha yang

bertindak sebagai produsen dan distributor produk makanan.

Bagi pelaku usaha, sebagai pedoman dalam rangka senantiasa
berkomitmen dalam prosedur hukum yang terkait dengan sertifikasi
halal produk  makanan demi perlindungan konsumen muslin
khususnya selain menghindari kerugian berupa akibat hukum
secara perdata atau pidana yang disebabkan kelalaian pelaku usaha
yang tidak atau belum memiliki sertifikasi halal pada produk

makanannya.
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d. Bagi masyarakat selaku konsumen, sebagai pedoman dalam rangka
ikut berperan serta dalam penegakan hukum yang melindungi
kepentingan konsumen atas kegiatan jual beli dan konsumsi produk
makanan, serta melakukan  pengawasan  terhadap  produk

makanan yang belum atau tidak  bersertifikat halal.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil
pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk
mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap

relevan oleh peneliti.!?

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di

atas adalah:
1. Grand Theory

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan yang
mengfokuskan ke teori keadilan islam. Keadilan dalam hukum Islam
selalu diidentikkan dengan aspek ketuhanan, yaitu dalam hubungan antara
manusia dengan Tuhan dan antara manusia dalam perspektif wahyu. Ibnu Al-
Qayyim membagi keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan oleh
kekuasaan politik (siyasah) menjadi dua, yaitu adil dan zalim. Keputusan yang
adil adalah syariah. Ibnu al-Qayyim menolak pembedaan antara siyasah dan

syariah, melainkan mengajukan cara pembedaan lain, yaitu adil dan zalim.

12 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, him. 53.
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Adil adalah syariah, sedangkan zalim adalah antithesis terhadap syariah.
Pandangan Ibnu Al-Qayyim dapat dipahami dalam latar belakang jurisprudensi

Islam.3

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung.
Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-,,Adlu) yang harus dicontoh oleh
hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita
luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan
berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak

ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan.'*

Keadilan didefinisikan dalam sudut pandang teologis, dimana hubungan
Tuhan dengan manusia bersifat vertikal, yaitu sebagaimana hubungan antara
hamba dengan Tuhan/ majikan. Menurut Juhaya S.Praja, dalam Islam perintah
berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang
benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan
kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga
dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat islam
diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa
membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria,

mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.®

karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya

sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

13 bnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, Pustaka Pelajar, 2006, him.121.

14 Lihat dalam al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25, surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13,
surat al-Naml ayat 52, surat al-Israa ayat 16, surat al-Nisaa ayat 58, surat al-Maidah ayat 8, surat
al-A“raf ayat96

15 Sayyid Qutb, “Keadilan Sosial dalam Islam”, dalam John J. Donohue dan John L.
Esposito, Islam dan Pembaharuan, Terj. Machnun Husein, CV Rajawali, Jakarta, 1984, him. 224.
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dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa,
raga, dan kehormatannya), keselamatan akalnya, keselamatan harta bendanya,
dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin

terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (al-,,adl) di dalam
tatanan kehidupan masyarakat.'® Islam merupakan agama yang menjunjung

tinggi nilai-nilai etika dan moral tersebut, termasuk dalam masalah
perdagangan dalam hal ini adalah penjualan produk makanan. Islam mengatur
perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, Islam mengatur bagaimana
manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam bisnis yang membawa
manusia berguna bagi kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, Islam turut
memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan
inovasi melalui sistem dan teknik dalam perdagangan dengan mengutamakan
kejujuran dan keterbukaan antara konsumen dan pelaku usaha demi mencapai

keadilan.

Keadilan sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama figh dan para
mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai
dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya
dan rasul-rasul-Nya. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti melaksanakan

keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT.Y’

Universalisme keadilan Islam juga terpateri dalam cakupannya, yang
meliputi seluruh sisi kehidupan. Manusia, dituntut adil tidak saja dalam

berinteraksi dengan sesama manusia, tapi yang lebih penting adalah adil dalam

16 Didin Hafidhuddin, Agar Layar Tetap Terkembang: Upaya Menyelamatkan Umat,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 249
17 168Muhammad Dhiaduddin Rais, Teori Politik Islam, Op. Cit., h. 268
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berinteraksi dengan Khalig-nya dan dirinya sendiri, serta makhluk lain.
Kegagalan berlaku adil kepada salah satu sisi kehidupannya, hanya membuka
jalan luas bagi kesewenang-wenangan kepada aspek kehidupannya yang lain.
Ketidakadilan dalam berinteraksi dengan Sang Kbhalig, misalnya, justru

menjadi sumber segala bencana kehidupan.*®

Kehidupan manusia dilengkapi tiga kebutuhan dasar yang tidak
terpisahkan, yaitu kebutuhan material, spiritual, dan intelektual. Ketiga
kebutuhan tersebut mutlak terpenuhi pada kadar yang telah ditentukan.
Memenuhi kebutuhan fisik dengan menelantarkan keperluan spiritual akan
melahirkan sosok yang kuat namun liar, seperti kuda liar yang akan menerjang
ke Kkiri-kanan tanpa aturan. Sebaliknya, memenuhi kebutuhan spiritual dengan
menelantarkan hajat material, juga melahirkan sosok yang saleh namun lemah.
Kekuataan intelektual semata juga melahirkan kelicikan yang hanya

membahayakan diri dan manusia di sekitarnya.*®

Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan
ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola
kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa
tanggungjawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik
antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai
kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa
nafsu sehingga tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh itu, usaha untuk
mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan

perhatian terhadap undangundang dan peraturan saja, tetapi harus melalui

18 M. Syamsi Ali, 2007, Dai Muda di New York City, Jakarta: Gema Insani Press, him. 272
9 Ibid, him. 274.
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proses pendisiplinan nafsu diri.?® Berdasarkan uraian tersebut teori keadilan
dalam Islam digunakan untuk menerapkan keadilan bagi umat Islam dengan
berlandaskan ketetapan Allah SWT vyang terdapat dalam Al-Qur’an dan
Hadist-hadist Nabi untuk menjawab apa yang menjadi kriteria dan dasar dalam

proses sertifikasi halal produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen.
2. Middle Theory

Middle theory dalam penelitian tesis ini adalah teori perlindungan
konsumen, menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah
memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan
orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.?! Selanjutnya menurut
Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan
pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang
preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan
tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan
berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk
mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga

peradilan.??

Dari uraian di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum
konsumen merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk

mewujudkan tujuan-tujuan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan

20 Antony Black, 2006, Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini,
diterjemahkan dari The History of Islamic Political Thought: From The Prophet to the Present,
Jakarta: Serambi llmu Semesta, him. 208

2L satjipto Raharjo, 2000, llmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, him. 69.

22 1bid, him. 54.
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kepada konsumen sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif

maupun yang bersifat represif.
1. Perlindungan Hukum Konsumen yang Bersifat Preventif

Perlindungan Konsumen adalah hal yang sangat perlu untuk di lakukan
karena berkaitan dengan upaya mensejahterahkan masyarakat dalam kaitan
dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern
ini.? Perlindungan hukum konsumen yang bersifat preventif bertujuan untuk
mencegah atau upaya pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini
terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud memberikan
rambu-rambu dan batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan
suatu kewajiban. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan
perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin kepastian hukum untuk

memberi perlindungan hukum kepada konsumen.

Pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan
(hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh
barang dan jasa dari kemungkinan timbulya kerugian karena penggunaannya
maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang
mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka
pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian hukum

perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, serta cara-

23 M. Sadar, Moh. Taufik Makarai, Habloel Mawadi, 2012, Hukum Perlindungan Konsumen
di Indonesia, Jakarta, Akademia, him. 1.
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cara mempertahankan hak dan kewajibannya.?*

Perlindungan konsumen sendiri menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999, bertujuan untuk :

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri.
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara

menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalm memilih, menentukan, dan

menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk

mendapatkan informasi.

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab

dalam berusaha.

f.  Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan

dan keselamatan konsumen.

Dalam perlindungan konsumen juga terdapat asas-asas sebagaimana

tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, antara lain:

1. Asas manfaat

24 Janus Sidabolok, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung, PT. Citra
Aditya Bakti, him. 45.
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Asas ini mengandung makna bahwa penerapan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak
ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya.

Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.
Asas keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4 — 7 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban
konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan
pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya

secara seimbangan.
Asas keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku
usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak
yang lebih dilindungi.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Diharapkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum
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Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan
memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen,
serta negara menjamin kepastian hukum.

Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus
diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat
dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujutkan hak-hak tersebut.
Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban.
Hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4
adalah sebagai berikut:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang/jasa.

b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar
dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang/jasa.

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang
digunakan.

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut.

f.  Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif.
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Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika
barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya.

Hak-hak yang diatur dalam Kketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

Hak-hak konsumen yang tersebut diatas berguna untuk melindungi

kepentingan konsumen, sebagaimana tercantum dalam tujuan dari perlindungan

konsumen yaitu mengangkat harkat hidup dan martabat konsumen. Sehingga

diharapkan konsumen menyadari akan hak-haknya dan pelaku usaha diharuskan

untuk memerhatikan apa saja perbuatan-perbuatan usaha yang dilarang menurut

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga tidak ada lagi pelanggaran

hak-hak konsumen.

Setelah mengetahui hak-hak sebagai seorang konsumen, kurang rasanya jika

tidak membahas juga tentang kewajiban sebagai seorang konsumen. Kewajiban

konsumen diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang

di dalam pasal tersebut kewajiban konsumen adalah:

1.

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati.

Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut. Ketika dirasa ada keluhan terhadap barang/jasa yang telah
didapat, konsumen perlu secepatnya menyelesaikan masalah tersebut dengan

pelaku usaha.
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Dalam hal ini kewajiban konsumen tak kalah penting jika dibandingkan
dengan hak konsumen, meskipun jika di bandingkan dengan hak konsumen, tidak
banyak yang diatur di dalam kewajiban konsumen namun, adakalanya hal-hal
kecil yang menjadi kewajiban sebagai konsumen luput dari perhatian yang pada
akhirnya berdampak pada tidak berfungsinya hak-hak kita sebagai konsumen.
Sebagai konsumen, kitalah yang harus paling hati-hati saat masuk kedalam proses
membeli suatu produk, dari saat memilih hingga mutuskan untuk membeli serta
pada akhirnya menggunakan produk tersebut.

Dengan diundangkannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, maka diharapkan akan dapat memberikan pengaruh
positif terhadap pelaku usaha dan konsumen sekaligus. Bahwa perlindungan
konsumen sebenarnya tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan konsumen, tetapi
juga bagi kepentingan pelaku usaha.?

Perlindungan konsumen dalam hal sertifikasi halal juga diatur di Undang-
undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dimana
dalam ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 10, dan angka 6 UUJPH menegaskan
produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib
bersertifikasi halal. Jadi, pada dasarnya apabila produk tersebut adalah halal,
maka pelaku usaha wajib melakukan sertifkasi halal yang mana sertifikat tersebut
dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh

Majelis Ulama Indonesia (MUI).

% Endang sri Wahyuni, 2003, Aspek Hukum Sertifikat dan Keterikatannya dengan
Perlindungan Konsumen, Bandung : Citra Aditia, him.87
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Untuk mengawasi produk makanan tersebut, pemerintah berwenang
melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran
hukum di bidang pangan dengan cara:

1. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan
atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan
perdagangan pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan
dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/
atau perdagangan pangan.

2. Menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana
angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam
pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh
pangan.

3. Membuka dan meneliti setiap kemasan pangan.

4. Memeriksa setiap buku, dokumen atau catatan lain yang diduga
memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan,
pengangkutan dan/ atau perdagangan pangan termasuk
menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.

5.  Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen
lain sejenis.

Upaya pemerintah dalam hal perlindungan hukum terhadap konsumen
juga terdapar dalam Pasal 29 ayat (1) UUPK yang menyebutkan pemerintah
bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen
yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta

dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Selain melakukan
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pembinaan pemerintah juga wajib menlakukan pengawasan seperti terdapat
dalam Pasal 30 ayat (1) yang menjelaskan pengawasan terhadap penyelenggaraan
perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-
undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga

perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

2. Perlindungan Hukum Konsumen yang bersifat Represif

Perlindungan hukum konsumen yang bersifat reprefis merupakan
perlindungan hukum dalam bentuk keadilan, dimana hal ini dilakukan ketika
konsumen mendapatkan kerugian dari perbuatan pelaku usaha.

Berdasarkan hak-hak konsumen yang terdapat dalam UUPK, salah satu hak
dari konsumen adalah hak untuk memperoleh ganti kerugian, hak ganti kerugian
ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadai rusak (tidak
seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenubhi
harapan konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui
prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (diluar pengadilan)
maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.?®

Sebagai bentuk perlindungan hukum konsumen, pelaku usaha/ produsen
wajib bertanggungjawab apabila menyebabkan kerugian terhadap konsumen.
Tanggungjawab yang di maksud adalah tanggungjawab berdasarkan kelalaian
merupakan tanggungjawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggungjawab

yang ditentukan oleh pelaku produsen.?’

% Ahmadi Miru, 2013, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, ctk.
Ketiga, Rajagrafindo Persada, Jakarta, HIm. 108
27 Inosentius Samsul, 2004, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab
Mutlak, Jakarta: Universitas Indonesia, hIm. 46
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Berdasarkan teori ini, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya
kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk
mengjukan gugatan ganti rugi kepada produsen, manakala memenuhi syrat-syrat
sebagai berikut:?®
1. Suatu tingkah laku yag menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap

hati-hati yang normal.

2. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap
penggugat.
3. Kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.

Dalam Undang-undang Perlindunga konsumen, ketentuan yang
mengisyaratkan adanya tanggungjawab produk dan tanggungjawab profesional
dimuat dalam Pasal 7 hingga 17, 19, 23, dan 28.%

Ketentuan yang lebih tegas terkait dengan tanggungjawab produk dan
tanggungjawab profesional terdapat dalam Pasal 19 Undang-undang
Perlindungan Konsumen, menyebutkan:

1. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi  barang dan/atau jasa Yyang dihasilkan
diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau

28 Ahmadi Miru, Op Cit, him. 148
2 pasal 7 mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, sedangkan Pasal 8 hingga 17 mengatur
tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.
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pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh
hari setelah tanggal transaksi.

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menghapuskan  kemungkinan adanya tuntutan pidana
berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur
kesalahan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pda ayat (1) dan ayat (2)
tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa

kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Selain itu terdapat juga sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang

menimbulkan kerugian atau melakukan kecurangan terhadap konsumen yang

diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan,

berupa:

1. Peringatan secara tertulis.

2. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu
dan/atau perintah untuk menarik produk pangan dari
peredaran apabila terdapat risiko tercemarnya
pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan
manusia.

3. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan
kesehatan dan jiwa manusia.

4. Penghentian produksi untuk sementara waktu.
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5. Pengenaan denda paling tinggi Rp50.000.000 (lima
puluh juta rupiah).
6. Pencabutan izin produksi atau izin usaha.
Berdasarkan penjelasan diatas, teori perlindungan konsumen digunakan
untuk menjawab permasalahan bagaimana bentuk perlindungan konsumen

terhadap produk makanan yang tidak bersertifikat halal.

3. Applie Theory

Applied theory dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, menurut
Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang
menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan
beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah
produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-
aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku
dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun
dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan
bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap
individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan

kepastian hukum.*

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai
identitas, yaitu asas kepastian hukum (rechtmatigheid), asas keadilan hukum

(gerectigheit), dan asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid).3!

30 Hans Kelsen, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum,
Jakarta : Kencana, him. 158.
31 Gustav Radbruch, dikutip dalam: Ibid.



28

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan
kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian
hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan
sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex,
summa crux”, yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali
keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan
bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum paling

substantif adalah keadilan.®?

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu
pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa
keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan
adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang
boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.>® Ajaran
kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada
aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum
sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran

ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan.

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin
terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum
dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.

Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak

%2 Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum,
Yogyakarta : Laksbang Pressindo, him. 59.

33 Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari llmu Hukum,
Bandung : Citra Aditya Bakti, him. 23.
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bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-

mata untuk kepastian.3

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab
rumusan masalah mengenai peran pemerintah dalam proses sertifikasi halal
atas produk makanan kemasan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap

konsumen.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam
penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan
diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti
melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.®® Untuk menghindari
kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptul dalam tesis ini,

sebagai berikut:
1. Halal adalah sesuatu yang dibolehkan.

2. Produk adalah barang dan/ atau jasa yang terkait dengan makanan,
minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk
rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau

dimanfaatkan oleh masyarakat.®

3 Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta :
Toko Gunung Agung, him. 82-83.

3% Soetandyo Wignjosobroto, 2002, Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-
Masalahnya, Jakarta : Huma, him. 26.

% pasal 1 angka 1 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
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3. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan

syariat islam.*’

4. Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan

suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.*®

5. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halam (BPJPH) adalah bafan yang

dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.3®

6. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkn

oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.%
7. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu produk.**

8. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*2

9. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*®

10. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

37 Pasal 1 angka 2 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

3 Pasal 1 angka 5 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

% Pasal 1 angka 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

40 pasal 1 angka 10 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

4l Pasal 1 angka 11 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

42 pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

43 Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
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Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiata usaha dalam berbagai bidang ekonomi.*

G. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana
konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan adalah kegiatan
ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-
doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam
menjawab isu hukum vyang diteliti.*® Dengan demikian, kegiatan ilmiah
normatif dapat memberikan jawaban secara holistik*® dan sistematis terkait
dengan isu hukum yang diteliti.*” Oleh karena itu, penelitian ini merupakan
penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian asas
hukum terkait dengan sertifikasi halal atas produk makanan sebagai upaya

perlindungan hukum terhadap konsumen.
2. Pendekatan Penelitian
Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Pendekatan Perundangan (Statute Approach)

4 Pasal 1 angka 3 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

4 Johny lbrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang :
Bayumedia, him. 47.

46 pengertian holistik adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan
konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada
bagian-bagian yang membentuknyaLihat :Husain Heriyanto, 2003, Paradigma Holistik; “Dialog
Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead”, Jakarta : Teraju, hlm. 45.

47 1bid.



32

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan
hukum yang menjadi fokus penelitian, untuk memperoleh deskripsi analisis
peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan sertifikasi halal atas produk makanan sebagai upaya
perlindungan hukum terhadap konsumen. Pendekatan perundang-undangan
membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan
kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau
antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan

undang-undang.*®
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari
pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide
yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsepkonsep hukum, dan
asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan
pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun
argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.*® Pendekatan
konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang ada hubungannya dengan sertifikasi halal atas produk makanan

sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen.
c. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat perbandingan antara

48 peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media
Group, him. 93.
49 1pid., him. 95.
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satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain®, sehingga dapat diketahui
baik persamaan maupun perbedaannya yang akan sangat membantu dalam
proses analisi sertifikasi halal atas produk makanan sebagai upaya

perlindungan hukum terhadap konsumen.
3. Jenis dan Bahan Sumber Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data
sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.>*
Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-
sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.>2
a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu:
1) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;

2) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
3) Peraturan perundang-undangan, yaitu:

a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

0 P, Joko Subagyo, 2006, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta : Rineka
Cipta, him. 96.

51 Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang
sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada
dokumendokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad,
2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, him. 122.

52 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi
atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum
sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum,
dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.Disamping sumber-sumber penelitian yang
berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan
bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik,
Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan
jurnaljurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan
bahan-bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna
sebagai penelitian hukum normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., him. 143-144.
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b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen;
c) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan;

d) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

Produk Halal;

e) Peraturan Pemerintan Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label

dan Iklan Pangan;
f) Peraturan pelaksana/ operasional lainnya.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk
memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya
ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya

dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus,
ensiklopedia, dan sebagainya yang yang ada relevansinya dengan isu hukum

dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.>®
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum
a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi

kepustakaan® terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan

3 Bambang Sunggono, 1996, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
him.144.

5 Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan
terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada
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skunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa,

dan dilakukan klasifikasi.
b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum diolah dengan melakukan
inventarisasi dan sistematisasi®® terhadap peraturan perundang-undangan yang
ada relevansinya dengan sertifikasi halal atas produk makanan kemasan
sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen. Setelah memperoleh
bahan-bahan hukum dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan
bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi

terhadap bahan-bahan hukum tertulis.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis
kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan penelitian
secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang
tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interprestasi
bahan penelitian.>® Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis sertifikasi
halal atas produk makanan kemasan sebagai upaya perlindungan hukum
terhadap konsumen, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi),

menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun

hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat : M. Nazir, 2003, Metode Penelitian,
Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, him. 27.

5 Systematizing yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan
urutan masalah. Lihat : Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja
Grafindo Persada, him. 147.

% 1bid., him. 127.



36

relevansi substansinya.®’
6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir
deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan bersifat umum ditarik
kesimpulan bersifat khusus.®® Dalam penarikan kesimpulan dengan logika
berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum.
Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma
hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif,
kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum yang
dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan

hukum.5°

H. Sistematika Penulisan
Materi pada tesis ini dikelompokkan menjadi beberapa bab, yaitu:

1. BAB | PENDAHULUAN: Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, definisi

konseptuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB Il TINJAUAN PUSTAKA: Bab ini berisi tinjauan pustaka dan
kajian teoritik tentang pelaku usaha dan konsumen, perlindungan

konsumen, dan sertifikasi halal.

57 Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian
bersifat evaluatif analisis, dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai
tujuan dari penelitian ini.

%8 Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit., him. 8.

% Bambang Sunggono, Op. Cit., him. 120.
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3. BAB Ill PEMBAHASAN: Bab ini berisikan pembahsan rumusan masalah
menganai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap
produk makanan yang tidak bersertifikasi halal, tanggung jawab pelaku
usaha dan akibat hukumnya, serta peran pemerintah dalam melakukan
pengawasan terhadap beredarnya produk makanan yang tidak bersertifikat

halal.

4. BAB IV PENUTUP: Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil

pembahasan rumusan masalah.
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